
 
 
 

BUPATI BANGKA 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA 

NOMOR   5  TAHUN 2012 
 

TENTANG 
PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH 
 KABUPATEN BANGKA KEPADA LEMBAGA PERBANKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian serta meningkatkan 
pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka perlu 
melakukan penyertaan dan penambahan modal pada 
Lembaga Perbankan; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-
undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, Penyertaan Modal Pemerintahaan Daerah ditetapkan 
dalam bentuk Peraturan Daerah; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka Penyertaan dan 
Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada 
Lembaga Perbankan perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangka; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik); 

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
31, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
217, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
4033); 
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 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik     Indonesia     Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4438); 

9.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756; 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4867); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha   
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 
Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 

DAN 

BUPATI BANGKA 
 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN DAN 
PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 
BANGKA KEPADA LEMBAGA PERBANKAN 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur  
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangka. 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 

 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bangka. 

 

6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik 
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti 
tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, serat-surat berharga, fasilitas 
dan hak-hak lainnya. 
 

7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah 
pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan 
Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu. 

 

8. Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menambahkan 
jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal 
Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. 

 


